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ABSTRAK

Pengadilan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan begi
setiap orang. Proses berzcara di Pengadilan dimulei dari Jaksa Penuntut Umum (IPL)
menpajukan surat dakwasn sampal dengan pelaksencan putusan bakiom. Tetapi setelah
penuit  wmum  mentbaeakan  surat  dakwasn, terdakwa  dapal mengajukan
keberatanieksepst terhadap surat dakwaan tersebut, Atas chsepsi terscbut, selunjutnya
hakim akan mempertimbangkan dan menyusun perusan sela. Namun putusan sela il
bisa mengakibatkan suatu perkara tidak bisa dilenjutkan lagh pemeriksaannya, karena
dikeluarkannya putusan sela yang menyatakan eksepsi terdakwa diterima. Hal ini bisa
menjadi celah bagi para pelaku hukum yang ingin menggagalkan proses persidangan,
Dhari lotar belakeng tersebus, yang menjadi permasalahan dalam twlisan ini adaleh apa
ventuk-bentuk putusan sela dan peranannya dalam proses sidang Pengadilan Negesi dan
apa konsekuensi pulusan sela terhadap jalennya persidangan serla apa kendala yang
dihadapi hakim dalam menentukan putusan sels, Metode penelitian dalam penulisan i
alalah metode penelitian Yuridis Sesiologis yaitu pendckatan yang mencKankan pado
aspek hukum {peraturan perundang-undangan) yang berlaku. Penelitian bertujuen untuk
memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapanpan dan penclitiin
kepustakaan, Hasil penelitian memperlibatkan bahwa bentuk-bentuk putusan sela adulah
berupa putusan sela vang eksepsi weedakwa diterima den putusan scla yang chsepsi
terdakwa  ditelak, yenp mana peranan putusan sela adalah umuk mematuskan
kebgratan/cksepsi vang digjukan terdakwa terhadap surat dakwaan penuntat wmum,
Yonsekuensi putusan sela adalah Jike cksepsi terdekwa diterima maka, apabila
eksepsinya menvatakon pengadilan lidak berwenang maka sural dakwaanmya digjukan ke
pengadilan vang berwenang, lalu jike surat dakwaan batal maka suras dakwasn lersebut
harus diperbaiki, kemudian jika dakwaan tidak diterima mike persidangan berakhir atuu
lidok dilanjutken legi don jika cksepsinva ditolak maka putusan selanya tetap
melanjutkan perkara sampai akhic. Kendala hakim dalam menentukan putusan sela vailu
cksepsi terdukwa digjukan sewaklu lelah memasuki pokok perkara, sehingga hakim
menolak eksepst tersebut don hakim tidok jodi memberikan putusan sela, Guno perbaikan
kedepan vang lebih baik, maka hendaknya penuntut umum dalam membuat sural
dakwaan harus lebih cermat dan teliti, dengan kata Jain peountut umum harus menguasa
materi perkara dan peraturan perundang-undangan, sedangkan hakim harus melakukan
permikicen dan pertimbangan yang mendalam saat memberikan dan menentukan putusan
sela, apar diperalehnya keadilan bagi setinp crang.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Megars Indonesia adalah Megara berdasarkan hukum (Rechirssioot,  bulan
berdasarkan kekeosean belakn fMachisstant)l. Ketentoan ini tercantom dalam Pasal 1ayal
{3} amandemen ke 3 {tipa) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung arti, hahwa
wesara termasuk di dalamnva pemerintghan dan lembaga-lembaga negara dalam
melaksenaken tndakan apapun kares dilandasi eleh hukum yang berlaku. Sejalan dengan
ketentuan tersehut maka salsh salu pringip penting Megara hukom adalab adanya jasinan
kesederajatan setiap orang di hadapan hukem dequaliy before the faw) Oleh kanma it
sepala aspek kehidupan baik di bidang Sesial, Pelitik, Ekonomi, Budaya, Hankam dan
sehapainye diatur dan ditata oleh hukum, schingpa segals permasalahan yang timbul,
dalam  kehidupan musvarakat dapat disclesaikan menurot hukum yang  berlaku.
“Kansekuensi dari makna prinsip negara hukum di ates, dapat diketahui hahwsa setiap
orang, badan hukum, penvelenggare negara di Indonesia dulam berbuat atau bertindsk
harus berdasarian hukum vang memuat hak dan kewajiban’,

Hukum mengatur hampir segalz peristiva yang terjudi dan perbuatan yang
dilakukan crang, Hukum iw tidak saja mewsjibkan tetapl juga memberi hak kepado
seseorang. Hukum bukan suja mengancam, tetapi juga melindungi. Hukum tidak saja
menghekum tetapi jugs memulihkan hak, Hukum tidak saja menakui-nakuti namun juga

membert rasa tenteram. Dengan kata laing hukum e memberikan hek-hak dan
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menegaskan kewsjihan-kewaliban orang dalam pergavlan hidup bermasyarakat dan
|1-:r.'ﬁ|_'gauﬂ:.

Sunppuhpun hukum teleh mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, akan
tetapi hukum hanys mengatur hal-hal yang bersifat pokok {mendasar} dalam kehidupan
masvarakal kazena hukum memiliki batas-batas tenente (fmanens), maka ada beberapa
nspek kehidupan masyarsket yang tidek tepat uniuk diangkat atau diaur aleh hukum,
Aspek kehidupan masyaraket lain vang tidak diawr oleh hokum bukan berarti dibiarkan
atan tidak diztor sama sekali, melsinken menjedi cakupan dari nonma-norms lain yang
diskui keberadaznnyva dalam masvarakat, yaitu nomna kebiaszan, agama dan norma
kesusilazn’,

Untuk e wsaha menciplakan lata tertib, keamanan dan ketenleraman dalam
masvarzkat, baik iu wpaya pescepaban {prevesify maupun upsya  pemborantasin
(represif) 2tay penindakon setelah erjadinys pelanggeran hukoum, maka dilaksanakanlah
penegakan hukum pidane. Untuk menerapkan hukum pidana lersebul maka diperlukan
hukum  acara pidane  wvang  mengatur  secara formil  pelaksansan cura-cam
memperizhankan hukum pidana tersebul, vang bertujuan untuk mencari dan menemukan
kebenaran materi] vaitu kebenaran yang sebenar-benamya dan selengkap-lenskapnya
dard suatu peristiva pidasa dengan meneraplan hukum scara pidena yang jujur dan tepat
sern bertujuan  meneari sigpo peloku veng dapat dipertanggunyg jewabkan karcna
meelakokan pelangparan hukum,

Pengadilan merupukan lembagn negara yvang menvelengperakan peradilan guna
menepakkan hukum dan keadilan bagi setiap orang, Pengasdifan membanty mencari

Lehenaran mazeril terhadap suatu tindak pidana yang elah rerjadi dalam masyarakat. Hal
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ini dimaksudkan bahwa denger beracara di pengadilan, masyarakal akan mendapal
kepastion hukum, agar selisp orang dapat memperiahankan haknya dengan sebaik
haiknyva. [ni terlihat melalui putisan vang dikelwarkan oleh hakim sebagal suatu ussha
untuk penyelesaian perkara pidana. Putusan hakim itu terbagi dalsm dua jenis, vabu
putusan sele dan putusan akhir

Cara penyclesaian perkara pidana mesurnt hokum acara pidana adalah dengan
melalei proses peradilan. Proses beracara di pengaudilan dimulai dari Jaksa Penuniut
Llmuere (70 ajubkan surnt dakwaan atag tuntsan sampai denpan pelakstmmn pulusan
hakim. Tetapi sewakiu proses perkers sedang berlangsung kadang-kadang terjadi suatu
peristiwa atay keadasn vang berkaitan denpan hukem acare, seperti pengajuan cksepsi,
Sehinpga mengakibetkan terundanya pemeriksaan perkarn lebib lenjul. Eksepsi dalam
perkara pidana pada hakikaloye adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa aau
penasehat huknm ztas dakwaan penuntut umem yang tidak berkaiton dengan pokok
perkara {materi perkara)’.

Agar pemeriksaan perkars pidana dapat berjalan lancar, maka hakim harus sepera
menjatuhkan putusan unuk memberikan kekuatan hukum sementara terhadap peristiva
ztan keadaan tersebuer Putusan ind dikenal dengan pama putusan sela, dimana hakim
dalasy  memberikan  putuson sela bertwjuan untuk memberikan kekuatan  hukum
sementoma terhadap suatu perkara pidana yang sedang berlangsung.

SMamun  kenyatzannye  dalam sidenp pengadilan,  putusan sels Hoo bisa
mengekibatkan suaty perkara tidak biss dilamjutkan lagi pemeriksaannya Kareno
Sineluarkannya putusan sela vang menjadi putusan gkhir {persidangan berakhir}. Tal i

=tinat diterimanya eksepsi terdakwa atau penasehat hukum oleh hakim. Seperti lentany
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surat dakwasnnya ldok dapat diterime, vaito dukwaan yang diajukan oleh Penuntut
U tidak tepar baik mengenat dasar hukum dan sasaran dabwaannya, Berdasarkan
wiasen ity terdakwa atau penasibor hukum, meminta agar pengadilan negeri menyatakan
proses persidangan i berakhir.

Dari hal tersebut dapat kita lihat behwa putusan sela vang mempunyai kekuaton
hukum sementace, hisa menjadi putusen akhie, Hal ind bisa sajn menjudi celah bagi para
sclaku hukum yang ngin menggagalkan proses pemeriksaan persidangan, Schingga
wjuan pesgadilan untuk mencari keadilan didak enaujud. Perisiwe di atas berlentangan
dengan Pasal 3 avet (2) Undang-Undang Nomer ¢ Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman vang berbunyi

“Pepgadilan membente mencari keadilan dan berusuha  mengatasi scgaia
hambatan dan rintangan weuk dapat tercapainya peradifan vane scderhani, cepat, don
briava ringran”.

EBerdasarkan fater belabong permasalahan di zas, penulis merasa tertarik untuk
mengetahui lebih lunjut permasalahan vang terjadi berkeitan dengan putusan sela
rersebut, Hal ini terjudi tidak terlepas dari cars-cara atau begaimang proses hakim dalam
menentukar putusan scla,

Maka penulis memberi judul wehisan ini "BENTURK-BENTUK DAN PERANAN
PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN

SEGERDL { Stuedi Pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung )

H. Perumusan Maszlah
Bernitik wlak dari lasar belekang permaesalalan yang dikemukakon diatas, maka

—erulis meramuskan beberaps permasalahan sebagai berikut @



BAR IV

PENUTLD

Ay Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut,
vallu
1. Bahwa dalem perkara pidana  bentuk-bentuk putusan scla dalam proses sidang
Pengadilan Negeri ada 2 (dua) bentuk yaitu
a, Putusan selg vanp eksepsinva diterima, maksudnva pernyateon eksepsi atan
kebheratan dari terdakwa dan penasihat hukummnya dapat diterioma oleh hakim.
Apabita eksepsinyva menyatakan hahwa
1. Pengadilan tidek berwenang mengadili, maka susat dokwaean i
pindahkan ke pengadilan vang berwenang mengadili.
2. Surat dakwean batal, maka surat dakwaan diperbaiki dengzan dakwaan
vang baru,
3. Dakwaan tidak dapal diterime, moka persidangan berakhie atau tidak
dilanjutkun fagi.

b, Putusan scla vang eksepsinya ditolak, maksudnya pernyatoan cksepsi atau
keberatan dari terdakwa dan penasihat hukumnya tidek dapat diterima oleh
hakim., sehingge pemeriksaan atas perkara pidana tersebut tetap ditanjutkan
sampai tahap akhir,

Sedangkan peranan putusan sela dalam perkara pidana pada sideng Pengadilan

Megerh adalah untuk memutuskan keberatan (chsepsit yang diajukan lendakwa

mau penaschat hukum terbadap surat dakwaan penuntut umum, dengan keta lain

untuk mengoreksi suaty surat dakwasn, Apaksh suret dokwaan tersebut diajuksn
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kepada pengadilan yang herwenang atau tidak, surat dakwaan terschut batal atau

tidak, dan surat dakwasn tersebul depat diterima ataw tidak dapat diterime.

. Bahwa konsekuensi putusan sela vang diberiken hakim techadap jalannya sidang

perkara pidana adalah sebagai berikut ©

a. Apabila putesan sels tersebut merupakan putusan scla yang eksepsinya
diterima. Jika cksepsinyva menyatakan pengadilan tidak berwenang maka
sural dakwaan di pindabikan ke penpadilan vang berwenang. lika eksepsinya
menyatakan surat dakwaosn baal maka, surat dekwaan haros diubab atan
diperbaiki dengan dakwaan yang baru, Jika eksepsinya menyatazkan sorat
dakwaan tidak dapat diterima maka, persidangan berakhir atau tidak bisa
dilanjutkan lagi dan apubila si terdakwa ditalian maka, si terdakwa tersebut
harus dikeluarkan dan dibebaskan.

b, Apabila putusan sela tersebut merupakan putusan sels yang eksepsinya
ditalak. Maka sidang perkara pidana tersebut dilanjutkan sampal tahap akhir
(putusan akbiry. Dengan kata lain keberalen atan eksepsi terdakwa atau

penasihat hukum tidak dikebulkan.

. Kendala—kendals wvang dihadapi hakim dalam menentukan putusan sela pntara

lain balvwa pada prekiek pengadilan dafam banyak perkara pidana, keberatan atan
cksepsi terdakwa atan penasehal hukumnya terhadap surat dakwaan telah masuk
kepada pokok perkara sesungpubnya. Schingga tidak merupakan materi eksepsi
atmu keberatan dan akibatnya hakim atzu majelis hakim tersebut akan menolak
keberatan atau eksepsi dari penaschat hukum terdakwa, Jadi, bakim tidek jadi

memberikan putusan sl
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